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<b>ABSTRAK</b><br>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu tanggung jawab hukum klinik kecantikan dalam
peredaran sediaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar lalu perlu diketahui pula mengenai pengawasan
dan penegakan hukum yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mana lembaga ini
berperan sebagai pengawas dan penegak hukum dalam hal peredaran sediaan kosmetik. Terlebih lagi
dikarenakan adanya kasus yang terjadi di dalam Putusan Nomor 2008 K/Pid.Sus/2018. Penelitian ini
berbentuk Y uridis Normatif yang mana dilakukan dengan pendekatan berdasarkan bahan hukum,
kepustakaan, serta perundang-undangan yang berlaku terkait topik penelitian ini. Tipe penelitian ini adalah
penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, suatu
keadaan, atau gejala lainya dan dalam hal ini adalah mengenai tanggung jawab hukum Kklinik kecantikan
serta pengawasan dan penegakan hukum dalam kasus kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Dari
penelitian ini menunjukan bahwa tanggung jawab hukum Kklinik kecantikan berada pada pihak yang
mendirikan klinik kecantikan tersebut, pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan Badan Pengawas
Obat dan Makanan adalah dengan upaya non pro justitia dan pro justitia. penulis menyarankan kepada
Pemerintah Indonesia untuk membuat suatu peraturan yang khusus terkait klinik kecantikan yakni Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Klinik Kecantikan agar konsumen yang menggunakan jasa klinik kecantikan ini
dapat terlindungi hak-haknya.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Thisresearch aimsto find out about legal responsibilites of abeauty clinic in regards of cosmetic product
distribution that do not have a distribution authorization. Furthermore, it rsquo s also necessary to find out
about supervision and law enforcement which conducted by Badan Pengawas Obat dan Makan in this
matter. Particularly because of the case that happened in Case Decision Number 2008 K Pid.Sus 2018, itis
important to know how Mahkamah Agung conducts examinations in such cases where a beauty clinicis
involved in the distribution of cosmetic products that do not have a disribution authorization. This research
isin the form of yuridis normatif which is done with approach based on legal material, bibliography, and
applicable legislation related to this research topic. The type of this research is descriptive research, which
aims to provide as much data as possible about humans, a condition, or other symptoms which in thiscaseis
about the legal responsibilities of beauty clinics aswell as supervision and law enforcement in cases of
cosmetics that do not have distribution authorization. From this research, it shows that the legal
responsibility of beauty clinic is possesed by the party who establish the beauty clinic itself, supervision and
law enforcement by Badan Pengawas Obat dan Makan is done by doing non pro justitia effort and pro
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justitia effort. Although it can be inferred from some existing legislation, the authors suggest to the
Government of Indonesiato make aregulation specifically related to beauty clinics such as Peraturan

Menteri Kesehatan tentang Klinik Kecantikan so that consumers who use the services of this beauty clinic
can be more protected.



